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BAB 1
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan Kkeputusan mengenai suatu dasar pedoman

untuk bertindak. terhadap suatu

\\\ i‘l'! 4//

Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pihak berwenang harus bersifat

demokratis dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan
keputusannya. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik
haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari
publik atau orang banyak (Sugiharto. 2019). umumnya melalui suatu proses
pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan




publikakan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi

pemerintah.
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dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan
beberapa melaporkan kesembuhan. tapi tak sedikit yang meninggal (Fadli, 2020).
Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan
secepatnya. Savangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus
infeksi Virus Corona atau COVID19, Sebagai salah satu Negara vang terdampak
Negara Kesatuan Republik Indonesia langsung bergerak cepat untuk memutus

rantai penyebaran Covid- 19, mulai dari himbauan pemerintah untuk jaga jarak




(Physical distancing), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). dan juga

PemberlakuanPembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Peneliti telah mendapatkan beberapa hasil penelitian terdahulu vang

membahas tentang Pembatasan Ke -_: & arakat dengan beragam hasil yang
\\ g berjudul Efektivitas
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Implementasi PPKM

masayarakat, belum menyertakan Undang-Undang Karantina Kesahatan, Wabah

penyakakit, perdaganagan dan ITE agar aturan lebih jelas dan efektif,

Kebijakan Pembatasan kegiatan Masyarakat merupakan upaya menekan
angka penularan Covid-19 dan juga kembali membuka keran perokonomian
masyarakat yang dimana masyarakat dibiarkan untuk berkegiatan meskipun
dibatasi mulai dari jam oprasional sampai kapasitas pengunjung, kebijakan tersebut

di laksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2021




Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebelum kabijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, kota makassar telah

158
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443.01/11/S.E .b-‘ W ‘!‘ N g No.

443.01/05/8. Edan &

Masyarakat Pada M

Negeri telah mengeluarkan Intruksi Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan
Pemabatasan Kegiatan Masyarakat LEVEL 3, LEVEL2, Dan LEVEL 1 Serta
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa
Dan Kelurahan Untuk Mengendalikan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di
Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara. Kalimantan. Sulawesi. Maluku, Dan Papua.
Dengan dasar Inmendagri tersebut sehingga pemerintah kota makassar dengan

sigap meyikapi hal itu dengan mengeluarkan Surat FEdaran Nomor:




443.01/05/S.Edar/Kesbangpol /12022 Tentang  Perpanjangan  Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Berlaku 4

januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2022,
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melanggar dan di berikan sanksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis kemudian tertarik mengangkat
Jjudul penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat pada masa pandemi Covid 19 Di Kota Makassar” dengan fokus
Kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 di Kota
Makassar,




Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan rumusan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut;

1.

Manfaat Penel

Hasil penelitin ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi:

. Secara Teoritis Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan

studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah

dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu

pengetahuan hususnya pada, penerapan kebijaka publik dalam mengatasi
permasalahan sosial.




. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan

pemikiran dan bahan masukan untuk Implementasi kebijakan Pembatasan

kegiatan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 Di Kota Makassar” dengan




BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai dasar g an bagi peneliti selanjutnya

N

untuk mencari perbandingan den

dan akar rumput untuk
CORONAPADA saling menjaga ditinys
MASA sendiri dan I'ing_kun_gan

PEMBERLAKUAN sekitar. Program

PEMBATASAN pemerintah untuk
KEGIATAN imunisasi vaksin 1 juta
MASYARAKAT per hari menjadi solusi




(PPKM)DARURATDI

KELURAHAN

sementara. Sementara

solusi jangka

panjangnya adalah

2021)

IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN
KEGIATAN

MASYARAKAT

Komunikasi yang
dilakukan olch
pemerintah K_I:jta
Surabaya adalah
dengan melakukan

sosialisasi ke




10

DARURAT COVID-19
DIKOTA SURABAYA

o’

p”

- -

CIT] O LESAT

Masyarakat (pkm)
Dalam Penanggulangan
Wabah Covid-19 di
Kota Denpasar

masyarakal mengenai

kebijakan PPKM.
‘Sumberdaya manusia

terdiri dari elemen

9‘5\ /4
/

Denpasar meliputi
beberapa hal vaitu
kerumunan
masyarakat. larangan

bepergian tanpa
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men_ggunak-an masker,
pergerakan masyarakat
tanpa tujuan jelas,
larangan kendaraan

roda empat yang

5. | (Mawar et al.,

2021)

Dampak Sosial
Ekonomi Kebijakan

Pemberlakuan
Pembatasan

(PPKM) di Indonesia

dengan menerapkan
PPKM memberikan
dampak yang sangat
besar dalam sektor
sosial ekonomi,
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Pembatasan untuk
melakukan aktivitas
dengan skala yang

besar otomatis akan

mengakibatkan kondisi

F.

Kajian Teori
1. Implementasi
Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide. kebijakan, atau inovasi
dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak. baik berupa perubahan
pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap (Nurhikmayati. 2019). Dalam
oxford advance learners dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah *“put

something into effect ", (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau efek).
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Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas vang berkaitan
dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan pengpunaan sarana (alat) untuk

memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan, Implementasi adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat-pejabat, kelompok-kelompok

CN

pemerintah atau swasta yang dia

\\ 0
\\\LLEHT ,‘"
\,‘\\\ S /7/;/

F

-------

utama bagi keberhas
penting itu, maka Edwards 111 dalam Yulianto menawarkan dan
mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik.
yakni: "Communication, resourches, dispositions or attitudes, and bureaucratic
structure” Komunikasi, Sumber Daya. Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi.

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan

penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor
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secara tepal. dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-
efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana

diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk

’-.

i
/

[ lalam ! A
ku \{““‘?“f’!’;/
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NN /;
anicationy
N V.o Y
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B I\ »
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konsisten kepada ora i Jq K ! M 'Q
AAN DF
jakan 1.¢

pesan dan perintah k

Yerwl

dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman
di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi
kebingungan di tingkat implementor. khususnya dalam memahami dekripsi tugas
vang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk

tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para

pemberi mandate atau pembuat kebijakan,
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Aktivitas komunikasi dalam rangka penyampaian pesan informasi kebijakan
tersebut. harus pula memperhatikan bentuk komunikasi organisasi secara umum,

vang dapat dibagi menjadi dua vaitu: Pertama, komunikasi formal adalah bentuk

komunikasi yang diciptakan dan terbentulf seéara terencana. melalui jalur-jalur

i

formal dalam organisasi publik. va

¢d

memadai tentang bagaimana menerapkan kebijakan dan kepatuhan orang lain yang
terlibat dalam implementasi; kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan
dilaksanakan sebagaimana dimaksud: dan fasilitas (termasuk bangunan, peralatan,
tanah, dan perlengkapan) di mana atau dengan mana untuk memberikan layanan.
Sumber daya yang tidak memadai akan berarti bahwa hukum tidak akan
ditegakkan, layanan tidak akan diberikan, dan peraturan yang masuk akal tidak akan
dikembangkan.
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Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau
aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk

mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat

cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung  dari

kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut.
namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang
mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mercka melihat kebijakan akan

berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.
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d.  Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
Edward LI (Kadji, 2015) menjelaskan: Meskipun sumber daya dalam rangka

untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor

guna keberhasilan proses "‘ 18

N\
ment

v
gﬂ'h/[/é -

N i Y
i 1] | LA R

dalam tataran kepentingan pengembangan teori atau formula model implementasi
kebijakan publik melalui pendekatan mentality, systems, and networking atau oleh
penulis disebut Model Implementasi Kebijakan melalui MSN-Approach. Pemikiran
pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah
produk kebijakan vang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau

bersinggungan langsung dengan tiga dimensi Policy of Stakeholders. vaitu:

Government, Private Sector, dan Civil Society (Mahendra & Zulkarnaini. 202 1)
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[mplementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti
halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif. keluarmya sebuah peraturan

eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan

maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program vang

realistis. sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,
biasanya dalam bentuk undangundang. namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. dan
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah vang ingin diatasi, serta

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. dan berbagai cara
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untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya (Cristianingsih, 2020).
Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan

mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur

rutin lewat saluran-saluran birokrasi, meldinkan lebih dari it ia menyangkut

N

.
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///'uin‘\\\\

a) Pengertian kebijakan
Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu
mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris
sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb): pernyataan cita-cita. tujuan,
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prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan

fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya

perdebatan para ahli, Maka untuk memahami istilah kebijakan. (Abdul Wahab.
2008) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus
dibedakan dari keputusan b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat
dibedakan dari administrasi ¢) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan

biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai f) Setiap kebijakan memiliki
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tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit g) Kebijakan muncul

dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu h) Kecbijakan meliputi

hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan vang bersifat intra

adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing
with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok

pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Islamy, 2004).
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b) Pengertian kebijakan publik
Dalam setiap penyusunan kebijakan public diawali oleh perumusan masalah

vang telah diidentifikasi bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi

masalah yang terjadi dalam masyarakat (} IP.' n.d.). Lingkup dari studi
/ 2di bidang dan sekior seperti

goal, value, and pr
praktek-praktek yang terarah.

Kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan
lingkungannya (Agustino, 2008). Banyak pihak beranggapan bahwa definisi
tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan
kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Ada dua karakteristik dari kebijakan
publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami,

karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional

I
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2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas
yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh apapaun yang
dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan (Wahab, 2021).

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan’ publik adalah mengenai perwujudan

tindakan dan bukan merupaka 1an pemerintah atau pejabat

masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil
keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota
masyarakal selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa
kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-
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masalah publik atau demi kepentingan publik.Kebijakan untuk melakukan sesuatu
biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan

vang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

¢) Tahap tahap kebijakan publik

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah
karena alasanalasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. b) Tahap formulasi
kebijakan Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh
para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari
pemecahan masalah terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai
alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternativesipolicy options) yang

ada.Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat




dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap
ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan
pemecahan masalah terbaik. ¢) Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak

alternatif kebijakan yang ditawarkan olehpiata perumus kebijakan, pada akhirmya
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implementasi

implementasi

dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah vang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yamh menjadi dasar
untuk menilai apakah kebijakan publik vang telah dilaksanakan sudah mencapai

‘dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum (Winarno, 2007).
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3. Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Surat edaran merupakan produk hukum yang isinya secara materil mengikat

umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan

A

perundang-undangan maka surat edaran w an sebuah instrumen administratif
o \ ari kebijakan lembaga

yang bﬁl‘SlLfﬂt intmﬁl. SI,;E'EI edar

g

boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Undang-undang Dasar 1945 dan
undang-undang Pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis dan
macam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Dalam pasal
18 ayat (6) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pemerintah dacrah berwenang

untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan (medebewind)
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peraturan  perundang-undanagn diakui eksistensinya serta memiliki

kekeuatan hukum yang mengikat luas. Akan tetapi dalam prakteknya. tak jarang

ditemukan produk-produk peraturan kebijakan (beleidregel, policy rule) vang

3) Freies ermessen sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri

4) Freies ermessen sebagai sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan penting yang timbul secara tiba-tiba
5) Sikap tindak tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME

juga kepada hukum.
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Dalam menjalankan tugas kepemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan
berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-

pedomanm instruksi, pengumuman dan surat edaran,

Instruksi Mentri Dalam Negeri No. @ 2021 pada tanggal 06 Januari

2021 tentang Pemberlakuan Pemk

SRR o

di perlukan langkah — langkah tepat, cepat. fokus. dan terpadu antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah untuk menginstruksikan kepada Gubernur dan
Bupati/Walikota. Terdapat 9 daktum untuk meningkatkan pengendalian
penyeberan pandemi covid 19. Berdasarkan Instruksi Mentri Dalam Negeri No. 01
Tahun 2021 pada tanggal 06 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 1 9)

dan Perawran Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan
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Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol Kesehatan schagai upaya pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID 19), Pemerintah Kota Makassar

memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PKM).

Pemeberlakukannya Pada tanggal 12 Januari hingga 26 Januari, Keputusan tersebut
diatur dalam Surat Edaran (SE) D / CdaifKesbangpol/1/2021 yang

sy i

ditandatangani Pj Wali Ko

dengan tanggal 09 Maret 2021, No.443.01/05/8.Edar/Kesbangpol/1/2022 pada

tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2022.
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Matriks petugas pembatasan kegiatan masyarakat di kota makassar

Satuan | Petugas sasaran posko Jam wgas | wgas

tugas

Hunter  »2 Dokter Tempat tinggal Memburu | Berburu suspek
2 Perawat .
2 Polisi dengan cara
1 TNI

» 2 Satpol PP

Detektor

///’ JﬂJwQ \\

/ m \\\\\\
% i

Raika

o] TNI
«2 POLISI
5 Pp] PP
*5 BPBD
* 2 Nakes

Tempat usaha | 13 Setiap hari | Mengurai kerumunan
Tempat hiburan | kecamatan

Tempat acara

BPBD kota makassar




Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular

31
4. Covid 19
vang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Ini
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permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah mereka. Penyakit
ini paling menular selama tiga hari pertama setelah timbulnya gejala, meskipun
penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul. dan dari orang vang tidak
menunjukkan gejala. Metode diagnosis standar adalah dengan reaksi rantai

transkripsi polimerase terbalik waktu nyata (rRT-PCR) dari usap nasofaring,
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Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah infeksi termasuk sering
mencuci tangan, menjaga jarak fisik dari orang lain (terutama dari mereka yang

memiliki gejala). karantina (terutama bagi mereka yang memiliki gejala). menutupi

batuk. dan menjaga tangan vang tidak diéu enjauh dari wajah, Selain itu.

i

penggunaan penutup wajah dire api mereka yang mencurigai

e
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5

semakin terus
naik.Berdasarkan d terpantau
ada penambahan 46 kasus 3 + Sabtu (16/5/2020), Total pasien virus corona

di Sulsel saat ini mencapai 917 orang. Sebanyak 312 pasien berhasil sembuh dan
52 orang dilaporkan meninggal.Untuk angka kesembuhan. Sulsel melaporkan
adanya penambahan 19 kasus.Pada saat bersamaan, angka kemairian tercatat

bertambah satu kasus.
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G. Kerangka Fikir
Berdasarkan beberapa teori yang telah di bangun dalam kerangka konsep
pada tinjauan pusataka maka penulis merumuskan bagan kerangka fikir vang

menjadi acuan dalam penelitian terkait Implénientasi Kebijakan Publik Pembatasan

1C]

)_.////

."/‘/i A i
Aviasvarakd
£S04

Masyarakat,
Forkopimda Kota
Makassar, OPD
(Dinas Terkait),
TNI/POLRI.

Implementasi Kebijakan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat

H. Fokus Penelitian
Berdasarkan bagan kerangka pikir yang menjadi fokus penelitian penulis

adalah bagaimana implementasi pembatasan kegiatan masyarakat di kota makassar

dengan menggunakan pendekatan teori George Edward [ (1980) vait
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Kominikasi. Sumber Daya, Sikap Pelaksana. Struktur Birokrasi dan apa saja vang
menjadi fakotr pendukung dan penghambat.

I.  Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka§ang ménjadi gambaran dalam penelitian
ini adalah:

1. Komunikasi, / %,(p.‘ﬁ. Ml..l,Hq i

Y/ &3 A ‘A"M
' \\\\\\'h,///

bagi implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak

melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.
5. Faktor pengdukung adalah faktor yang menunjang implementasi kebijakan.

6. Faktor penghambat adalah faktor yang mempengaruhi implementasi

kebijakan menjadi tidak lancer




BAB I
METODE PENELITIAN

A.  Waktu dan lokasi penelitian

WhEASS,
Willh, 7

JECE

U2 R
\ B s ";'5:”'._ f‘ﬁ'. 2

dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau
instansi yang terkait dalam penelitian,

b.)Sumber data sekunder vaitu adalah data vang diperoleh dari bacaan ataupun
kajian pustaka, buku-buku atau literatur vang terkait dengan permasalahan
yang sedang diteliti. internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari

lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian

35
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D. Informan Penelitian
Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang

biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Purposive sampling adalah teknik

pengambilan sampel dengan menentuka km:ma tertentu, Adapun yang

L]

menjadi informan penelitian

"~ «pS MUHg,, "\
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\\\\\"' h ////

peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat
bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan
data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

perilaku obyek sasaran, Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan
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langsung yang berkaitan dengan Diskresi Kebijakan Pembatasan kegiatan
masyarakat pada masa pandemi Covid 19 Di Kota Makassar.

2. Wawancara Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara

W 7
P

kategori, dan satuar jan ¢ kan terna dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Hastuti, 2010).

Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen: Reduksi data (data
reduction), Penyajian data (data display). 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan

(drawing and verifying conclusions) (Hadiono., 2018)
1. Reduksi Data (Data Reduction) Langkah reduksi data melibatkan beberapa

tahap. Tahap pertama. melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan,

dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyususn kode-kode dan
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catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan
aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema,
kelompokkelompok, dan pola-pola data.

. Penyajian Data (Data Display) Komponen kedua yakni penyajian data (data

Triangulansi diartikan sebagai teknik pengumpulan data vang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data vang telah
ada (Sugiyono, 2013). Dengan demikian triangulansi sumber, triangulansi teknik

pengumpulan data dan triangulansi waktu vakni sebagai berikut;

1. Triangulasi sumber Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian

melakukan pengumpulan dan pengujian data vang telah diperoleh melalui
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hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen vang ada. kemudian

peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen vang ada.

N\
i1 4

wawancara. observasi atau tek

Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara
berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi
«dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti
lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Deskripsi Objek Penclitian

Bcjﬂmh kota Makassar dan Badan

vaitu sebagai berikut:

b) Batas Timur: Kabupaten Maros

¢) Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar

d) Batas Barat: Selat Makassar.

40
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Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2019
KECAMATAN LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH

MARISO 30.135 30.234 60.369

MAMAJANG 60.070

86.479

N

N

WxKAS.s 4 @40
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o 732
AUS
l\ : //”ql‘v\\\‘ .
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KEP.SANGKKARANG | 7.246 7.301 14.547

TOTAL 739.154 741.326 1.480.480

Bersumber dari dukcapil. makassar, go.id data-pendudik
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Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanvak 14 kecamatan dan memiliki
143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan vang berbatasan

dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo,

ndiri berdekatan dengan sejumlah

Tamalanrea dan Biringkanaya. Kota

. sebelah timur dengan

kabupaten yakni sebelah utara de

Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak
dan kondisi geografis Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding

wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti

pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

2.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Perwali Makassar No 4 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas

Jabatan Struktural pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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Kota Makassar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar memiliki
tugas dan fungsi sebagai beerikut;
1. Kepala Badan

Badan Penanggulangan Bencana 'Ltnpin langsung oleh Kepala

seluruh sa | m Unsur P
) 7//,“ R
Bencana Dae [ melak 2
0, NTy Z i ‘\\ 3
ayat (1) pera <, ‘P“ \ @
T, "N @9 oS
a. r ad “ 6-\:1».% 4 o |

Arann DPN

¢. Pelaksanaan koodinasi pen peral mdang-undangan yang

Pengelolaan

berkaitan dengan tugas Badan.
d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi. ketatausahaan

organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah

¢. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang

tugasnya,




3. Subbagian Program, Data dan Evaluasi

Subbagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, melaksanakan. memberi tugas. dan mengontrol urusan perencanaan,

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana
kerja, melaksanakan tugas teknis kesekretariatan, mengelola administrasi

kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanpgaan Unsur Pelaksana
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan penyusunan
Kepegawaian:

b. mengatur pela

l.”'-

lugasnya:

i. melakukan koordinasi dengan Seretariat Korpri Kota Makassar;
J- melaksnakan tugas pembinaan terhadap anggota korpri pada unit kerja
masing-masing;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,

|. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan.
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5. Subbagian Keuangan
Subbagian keuangan mempunyai tugas menyusun rencana Kerja,
melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

Bidang Pencegahan dan Kesiagapan mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi. pembinaan dan falilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi
tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
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a. penyusunan program, mengoordinasikan, membina. mengendalikan dan

mengevaluasi penyusunanrencana penanggulangan bencana;

b. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan

Scksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun
rencana penanggulangan bencana. memfasilitasi upaya pengurangan risiko
bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan
persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. dan melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada atasannya, serta melaksanakan tugas kedinasan Jain
sesuai dengan bidang dan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas schagaimana
dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
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a. menyiapkan bahan dan menvusun rencana penanggulangan bencana:

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventerisasindan

pengurangan risiko terjadinya bencana daerah:

serta bimbingan teknis penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan
fungsi :

@, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian,
pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman
bencana dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan  dan

pengembangan kesiapsiagaan atas bencana;
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b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis

penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar:

¢. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian,

kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik

menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun program, mengordinasikan, membina. mengendalikan dan

mengevaluasikegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian

terjadinya bencana;
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b. menyusun program. mengordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana;

¢. menyusun program. mengordinasikan, membina, mengendalikan dan

)
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a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan:

b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan:

¢. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat
dan;

d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi bencana:
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¢. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi
cakupan lokasi bencana;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi cakupan

lokasi bencana;

g. menyiapkan bahan dan m

tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan, kelompok rentan, pemenuhan
kebutuhan dasar dan logistik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi ;
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat
kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan
dasar dan logistik:
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b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan
-akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik:

¢. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat
kerusakan akibat bencana;

d. menyiapkan hahm identifikasi dan

c( P~3 MUHA\'\
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koordinasi. pembinaan, pengkajian terhadap kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

&, menyusun program, mengordinasikan, membina. mengendalikan dan

mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap rehabilitasi kerusakan akibat

bencana;
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b. menyusun program. mengordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan rekonstruksi kerusakan akibat bencana;

c. penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana

penanggulangan.
13. Seksi Rehabilitasi

!» y TR
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akibat bencana;

¢. menyiapkan bahan kordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana;
d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi tingkat
kerusakan lingkungan:

¢. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama perbaikan

kerusakan lingkungan:
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f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi kerusakan
prasarana dan sarana umum dan keagamaan:

g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama perbaikan
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n. menyiapkan ba
fungsi pemerintahan:

0. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama pemulihan
fungsi pelayanan publik:

p- menyiapkan bahan. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja
penyiapan bahan kordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana. fasilitasi

dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana; dan




q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

14. Seksi Rekonstruksi

c. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial. ekonomi, budaya, sarana
dan prasarana;

d. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerja
sama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik
maupun non fisik:

e. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama

pembangunan kembali prasarana dan sarana:
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f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama
pembangunan kembali sarana sosial masyarakat:
g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama

pembangunan kembali kehidupan$osial budaya masyarakat;

i “* ‘l
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dan prasarana. fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak
kerusakan akibat bencana
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung

jawabnya.
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Adapun visi dan misi Badan Pémn_ggulangnn Bencana Daerah Kota
Makassar yaitu:

Visi Mewujudkan Kota Makassar yang tangguh terhadap bencana menuju

w74
77
Y o Z
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Tabel 4.2; Sebaran Covid-19 di Kota Makassar

KECAMATAN SUSPEK KONFIRMASI [ KET
BIRINGKANAYA | 1390 6367 2
BONTOALA 267 0
MAKASSAR 405 0

MAMAJANG

LUAR WILAYAH | 130 2515 0

JUMLAH 9603 48644 2

Bersumber dari infocorona,co.id
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B.  Hasil Penelitian
Penulis mengukur bagaimana implementasi kebijakan pembatasan kegiatan

masyarakat pada masa pandemic covid-19 di kota makassar dengan menggunakan

teori dari George Edwar Il dengan 4 indi

I. Komunikasi /
Komunikasi merupaks :

PRI e . 4
S widH
o KAS -
WAR/ S4 S

v

7/
NEN
\\ ST

s 20N . 2
; V//74ITTTRANN :
informasi van ral \L\ ! // lm‘ \\ 1 m don

v &‘

pusat yang pusat tetaphs

masing masing yang te I tetapkan. schingga dengan adanya inmendagri bapak
wali kota makassar langsung mengeluarkan surat edaran tentang ppkm”™

Dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa komunikasi antara
pemerintah pusat dengan pemerinah kota makassar sangat efektif, Kebijakan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan turunan dari pemrintah pusat
yang wajib berlaku disetiap daerah yang angka penularan covid-19 tinggi.

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kabid Pencagahan dan

Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar Mohammad Khadafy, S.STP mengemukakan
vaitu: kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan malaporkan




kondisi terkini di kota makassarsehingga setiap peraturan yang keluar dari
pemerintah pusat itu sesuai dengan laporan pemerintah dacrah atau kota makassar,
Jadi dapat di pastikan bahwa hari ini kita PPKM Level 2 karna laporan tentang kasus
covid-19 menurun, sehingga makassar ditatapkan PPKM Level 2

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa peraturan dari

Hasil wawancara p chabilitasi dan
Rekontruksi meng; :

keliling untuk Razia, kita kumpul di panta . breefing, berdoa, lalu jalan,
dengan keterlibatan perangkat perangkat dearah seperti satpol pp. dinkes,
TINI/POLRI, untuk meringankan kerja kerja penertiban PPKM

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa, tahap-tahap vang
dilakukan sebelum terjun dilapangan untuk penertiban PPKM. seluruh perangkat

vang terlibat dalam penertiban PPKM ini. terlebih dahulu mereka di pertemukan

sblm terjun dilapangan, evaluasi lalu menindak
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2. Sumber Daya
Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan

salah satu faktor yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak

hanya sumber daya manusia saja, mel dan prasarana juga merupakan
faktor yang mendukung keberhasi

Hasil wawancara pene

Pﬂmﬂgkﬂt}"mgtﬂrh R B R L AL and ]‘,apkﬂn{jieh
pemerintah kota makassar, dengan adanya honor tersebut menjadi titik berat
petugas vang menjalan kan

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpiulkan bahwa sumber daya yang

memumpuni delam hal ini sumber daya fasilitas yang dapat dinikmati olah mereka
vang menjalankan tugasnya. sebagai salah satu faktor kelancaran penertiban

kebijakan PPKM

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Bidang Pencegahan dan
Persiapsiagaan Muhammad Khadafy S.TTP mengemukakan yaitu: pemerintah juga
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membuat POSKO RT/RW atau PPKM Micro sampai ke tingkat Kecamatan turun
kekelurahan.kelurahan turun ke RT/RW rata rata yang jaga di posko ppkm adalaha
tokoh masyarakat, dan bkn skedar posko mereka turun memberikan himbauan serta
edukasi kepada masyarakat setempat, dan setiap posko memberikan laporan kepada
pemerintah kota makassar untuk di laporkan kepemerintah pusat.

T‘;, e g LT
<’ "':,'““ ‘9-? \
S\/N oy _AL-} \\\\-

S
aw

implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik
diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan,
Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan
memperburuk suatu keadaan,

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kepala Bidang Pencegahan dan
Persiapsiagaan Muhammad Khadafy S.TTP mengemukakan vaitu kita selalu
mengedepankan pendekatan persiasif’ dengan melakukan sosialisasi. pada saat

untuk mengingatkan kembalipun kita sangat persuasive sehingga menghindari hal-
hal vang tidak di inginkan
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Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa Sikap Pelaksana dalam proses pengimpelemtasian ini tidak sematamata

menggunakan otoritasnya dalam meneggakkan peraturan dan tetap dengan prinsip

Hasil wawancara dengar assar M Iqbal Asnan
mengemukakan vaitu: dg
Sahardmtr:tap bersikap

////qu‘\\\\\\

usaha vang berusaha mempertahankan usahanya dan juga mendapatkan respon dari

petugas yang berusaha untuk menjalankan tugasnya

Hasil wawancara peneliti dengan informan pemilik cafe kopilsks
mengutarakan yaitu: awalnya kita diberitahukan tentang PPKM jadwal tutup.
selanjutnya petugas datang untuk berpatroli mengingatkan jam oprasionnal
sebeblum jamnya. dan kalau masih melanggar mereka ambil kursi disita, kalau
untuk sampai ketahap cafe ditutup tidak pernah karna kami pada saat setelah kursi
di ambil kami menutup cafe sesuai dengan aturan jam oprasional.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap pelasana
dapat diukur dari respon dari pelanggar kebijakan sehingga Tindakan tidakan vang
dilakukan tidak sesuai dengan perpektif masyarakat
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4. Struktur Birokrasi

Menurut  George C. Edward 111, walaupun sumber-sumber untuk

melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang

sosialisasi tetang 112 ‘

tempat tersebut me e ik | patamk ursi tampat
minimal 10 kursi y: ‘ pat tersebut
di tutup atau pencs sl

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa petugas dalam
menajalan kebijakan tersebut melikitahapan yang tidak langsung menggunakan
otoritas jabatannya untuk bertindak, sehingga masyarakat tidak merasa heran pada
kebidakan PPKM

Hasil wawancara peneliti dengan informan mengemukakan yaitu: dalam
tahapan tahapan PPKM kami terus mengedepankan pendekatan persuasif, dan
sosisalisasi, untuk memkai kewenangan adalah tahap terakhir Ketika dianggap
perlu. Dan kami usahakan untuk tidak menggunakan otoritas dalam proses PPKM




63

ini dikarenakan kami juga memandang kondisi masyarakat dan kondisi kita semua
yang terdampak covid-19 mau tidak mau kita semua beruang untuk hidup dan sehat

Dari  hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan

pendekatan persuasive dapat menyentul langusng kepada masyarakat dan dengan

/f)\& \-\A\)\.}\'\\

P’\ //’ ”ll\“‘\\ KR

4. Faktor pendukung
Faktor pendukung yaitu hal-hal yang mempengaruhi. memajukan,
menambah. dan menjadi lebih dari sebelumnya,

Hasil wawancara peneliti dengan informan Drs. Suwandi Selaku Sekretaris
BPBD Kota Makassar yaitu: Adapun faktor pendukung dengan keluarnya
Inmendagri. dan pengkat yang terlibat memudahkan kita semua untuk menjalan
kan PPKM ini. misalnya ada masyarakat yang tidak pake masker kita Iangsung
sweb yang dilakukan oleh dinas kesahatan, Ketika ada pelaku usaha yang ingin
di tertibkan Ketika merka melanggar ada satpol, dan ada TNI/POLRI untuk




mengamankan kondisi. ditunjang juga honor untuk setiap perangkat vang
bertugas, sebagai penopang mereka
Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa Dengan keluarnya

Interuksi Mentri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2022 Tentang Pemeberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyaraka Level 2, Dan Level 1 Serta

AN

Mengoptimalkan Posko#

\\\A‘l'h//é
\\*‘ Nk i

/ J«q ,,;A \

7{//’“ ln\\\\\

kabtjakan ini b
ini juga bervari
ini karma ini adalah kebijakan demi kepennngan kita Bersama jadi Respﬂn
pelaku usaha mau tidak mau harus menerima dan taat kepada kebijakan ini.
karena yang Namanya usaha tentu ada hal hal yang harus di perhatikan, hal
tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas,

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor vang
menghambat dari Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
‘adalah Sebagian masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pandemi covid-

19 ini dan tidak saling menjaga satusamalain untuk saling mengingatkan taat
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protokol kesehatan terutama pelaku umha-_}'ang_iuga Kurang merespon kebijakan
ini,

Hasil wawancara peneliti dengan informan Kasatpol PP kota makassar M
Igbal Asnan mengemukakan yaitu: yang menjadi kendala di lapangan sehnmya
masyarakal yvang melawan, dan berus S
sedangnkan aturan sudah menga ;

:::::

///"m“\\\
»®

Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyeberan
Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, Dan Papua. Kebijakan Tersebut adalah upaya Pemrintah Kota
Makassar untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Dalam penetian ini yang menjadi faktor berjalannya implementasi peneliti
menggunakan pendekatan George Edward [11 tentang empat faktor implementasi

kebijakan. Indikator Komunikasi dalam implementasi kebijakan pembatasan
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kegiatan masyarakat di kota makassar menunjukkan bahwa komunikasi vang
berjalan dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dengan pelaksana

kebijakan vaitu pemerintah kota makassar, selain itu komunikasi antar aparat

pelaksana di kota makassar berjalan deng

oad massif dan tepat sasaran. dalam hal ini
/ \\, masyarakat dengan

1 oprasional  dan

|
\\\d‘!u"/ p

\\\~ \AW o '//

Dinas Keschatan. Satpol PP, dan TNI/POLRI. Selain itu sumber daya fasilitas pada
kebijakan pembatasan kegialan masyarajkat seperti adanya honor bagi
implementor, posko setiap kecamatan di kota makassar. dan kendaraan oprasional
yang menjadikan setiap implementor dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pada indikator sikap pelaksana menujukkan bahwa tidak komitmen dalam

menentukan tim yang bertugas dalam menegakkan ppkm tersebut sehingga muncul
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pemikiran yang ambigu bagi masyarakat dalam menghadapi petugas vang
menjalankan penegakkan kebijakan ppkm, ditambah lagi sikap dari penegak ppkm

vang mudah terpacing emosi sehingga rawan terjadi konflik dalam menegakkan

ppkm tersebut,
Pada indikator struktur big

akantugas dan fungsin alikota makassar,
— «pS MUHg,,

schingga dalan

"/ ,.433’

il

va setiap perangkat paham

makassar tidak komitmen dalam menentukan tim satuan tugas yang membuat
masyarakat smeakin ambigu, dan juga sikap petugas yang mudah terpancing

dengan Tindakan masyarakat sehingga rawan menjadi konflik. di tambah dengan

masyarakat yang kurang kooperatif pada kebijakan PPKM ini.
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PENUTUP

A.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasa

proses menjalankan PPKM sikap aparat yang mengedepankan persuasif akan
tetap beberapa masyarakat tekhusus pelaku usaha yang berupaya untuk
melanggar kebijakan bahkan melawan petugas sampai adanya konfrontasi
fisik antar petugas dengan masyarakat atau pelaku usaha. Strukwr Birokrasi.
pemerintah Kota makassar melakukan beberapa tahapan untuk menindak
sebelm memebrikan sanksi sehingga untuk menggunakan kewanangan adalah
tahap terakhir Ketika di perlukan.

70
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2. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat di Kota Makassar dengan adanya sumber daya manusia dan

sumber daya fasilitsa. Sumber daya fasilitas seperti anggaran yang cukup bagi

pelaksana kebijakan dan peny 'ku RT/RW dan sumber daya
manusia. tidak terlepas -/r W
inas |

Makassar. OPD (D

Z, g sehin S
e ////'lm\‘\\\\,

terlibat dalah hal ini agar tetap saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan
dari pada kebijakan ini

2. Kepada Pihak yang meneggakkan PPKM ini tetap selalu mengedepankankan

pendekatan  Persuasif dan sosialisasi demi menjaga keamanan dan

kenyamanan masyarakat kota makassar
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3. Pemerintah kota makassar perlu memberikan edukasi kepada masyarakat
terkhusunya pelaku usaha untuk dapat lebih kooperatif

4. Masyarakat kota makassar harus lebih taat terhadap aturan dan saling

mnngingatkan satu sama lain demi‘mse ramm Pandemi Covid-19
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